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Menimbang

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TtrKNIS RtrVIU LAPORAN KtrUANGAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DBNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4I
Tahun 2010 telah ditetapkan standar reviu bagi Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah dalam melaksanakan
revlu atas laporan keuangan Kementerian
Negara/ Lembaga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin kelancaran
dalam pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan di

lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu

Mengingat

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan

di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pe merintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a503);

1.

2,

3.

4.
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Menetapkan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a6oe);

6. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6H);

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor I27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aB90);

B. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 I IPMK. OS I 2OO7

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4l IPMK. 09 12010
tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan
Kementerian Negara I Lernbaga;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 5 Tahun 20 13 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20 13 Nomor 150);

MtrMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KtrPEGAWAIAN NtrGARA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan di lingkungan
Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Reviu Laporan Keuangan di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara ini wajib dipedomani pereviu di
lingkungan Inspektorat Badan Kepegawaian Negara sebagai
acLlan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan.
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Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2OI3

KBPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI3 NOMOR 1435

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NBGARA

ainggolan

Perundang-Lrndangan,



I.

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2OI3
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KtrPtrGAWAIAN NtrGARA

PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENDAHULUAN

A. Umum

Kepala Badan Kepegarnaian Negara bertanggung jawab secara
formil dan materiil terhadap realisasi pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di lingkungan Badan
Kepegawaian Negara yang diwujudkan dalam bentuk laporan
keuangan.

Laporan keuangan se bagaimana dimaksud pada angka I
harus dinyatakan secara tertulis dan disajikan berdasarkan
Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah.

Mengingat luasnya rentang kendali yang menjadi kewenangan
Kepala Badan Kepegawaian Negara serta keterbatasan
kemampuan teknis tentang laporan keuangan, maka perlu
adanya reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di
lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Reviu sebagaimana dimaksud pada angka 3 digunakan untuk
membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam
meyakini bahwa iaporan keuangan telah disusun dan
disajikan sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah. Hal ini sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor B

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah yang antara lain mewajibkan laporan keuangan
harus direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Tujuan

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
yaitu sebagai petunjuk teknis bagi Pereviu untuk memberikan
keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan
berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi, dan laporan keuangan
telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

1.

2.

3.

4.

B.



C. Ruang lingkup

Ruang lingkup dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

ini terdiri atas:

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Tahapan Reviu Laporan Keuangan; dan
3. Pelaporan dan Tindak Lanjut.

D. Pengertran

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang
dimaksud dengan:

1. Akrual adalah pengakuan dan pencatatan transaksi
keuangan pada saat terjadinya transaksi baik kas maupun
non kas serta mencatat aset dan kewajiban.

2. Akun adalah penampung transaksi keuangan yang disusun
secara kronologis berdasarkan tanggal transaksi.

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Unit organisasi yang dibentuk pada
kementerian negara/ lembaga yang bertugas untuk
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan kementerian
negara/ lembaga tersebut.

4. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di
dalam laporan keuangan.

5. Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan
pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga
dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang
diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

6. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut
CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu
pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai;

7. Entitas / Unit Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna
anggararr lpengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;

B. Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat LK adalah
bentuk pertanggungjawaban kementerian negara/lembaga
atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas
Laporan Keuangan;
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9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA

adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan
realisasi pendapatan dan belanja kementerian
negara/lembaga dalam suatu periode tertentu;

10. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya
atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi
keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau
besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari
keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi;

1 1. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi
keuangan pemerintah yaitu aset, utang dan ekuitas dana
pada tanggal tertentu;

12. Paralel adalah berkesinambungan / berkelanjutan.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
kementerian negara/lembaga/ satuan kerja perangkat daerah.

14. Pereviu adalah auditor atau pejabat yang ditunjuk oleh
Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk melaksanakan
reviu laporan keuangan.

15. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem
yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

16. Reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka dalam
laporan keuangan, permintaan keterang&n, dan analitik yang
harus menjadi dasar memadai pereviu untuk memberi
keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang
harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan
keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

17. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI

adalah seperangkat prosedur manual maupun
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan
dan operasi keuangan pada kementertanf lembaga.

18. Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang
selanjutnya disingkat SAKPA adalah sistem akuntansi yang
digunakan oleh para satuan kerja yang mendapatkan
anggaran dari dana APBN untuk menghasilkan laporan
keuangan yang terdiri dari neraca, realisasi anggaran belanja
dan realisasi pendapatan negara.
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19. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa
pengguna anggaranlpengguna barang yang merupakan
bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian
negara/ lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa
kegiatan dari suatu program.

20. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sistem
yang memproses transaksi perolehan, perubahan dan
penghapusan barang milik negara untuk mendukung SAKPA
dalam rangka menghasilkan laporan neraca.

21 , Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang
dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk
memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian
efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan
keuangan pemerintah;

22. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

23. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibility)
adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pengguna anggaran
yang memuat pernyataan bahwa pengelolaan keuangan telah
diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai
dengan yang diatur dalam ketentuan mengenai Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

24. Tanggal Pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu
periode pelaporan.

II. REVIU LAPORAN KEUANGAN

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan reviu laporan
keuangan adalah sebagai berikut:

A. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan secara paralel, yaitu bersamaan atau
sepanjang pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK
Kementerian lLembaga semesteran dan tahunan, tanpa menunggu
LK Kementerianf Lernbaga selesai disusun.

B. Kompetensi Pereviu

1. Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas LKKIL,
perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu yang akan
ditugaskan.
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2. Sesuai dengan tujuan reviu atas LKKIL, maka tim reviu secara
kolektif harus memenuhi kompetensi sebagai berikut:
a. menguasai SAp;
b. menguasai SAKPA dan SIMAK BMN;
c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi

yang direviu;
d. menguasai dasar-dasar audit;
e. menguasai teknik komunikasi; dan
f. memahami analisis basis data.

C. Obyektivitas Pereviu

Pereviu harus obyektif dalam melaksanakan kegiatan reviu dalam
arti:

1. jujur dan tidak mengkompromikan kuaritas; dan

2. membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan
dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau orang
lain dalam mengambil keputusan.

D. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu

1. Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi
keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan
keabsahan informasi dalam LK Kementerian lLernbaga serta
pengakllan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai
dengan SAP;

2. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi antara lain diperoleh
dengan:
a- membandingkan saldo akun LK Kementerian/Lembaga

terhadap buku besar;
b. membandingkan saldo akun LK Kementerian/ Lembaga

terhadap laporan pendukung (mis. saldo akun aset tetap
terhadap laporan mutasi aset tetap dan laporan posisi aset
tetap dan laporan posisi aset tetap).

3. Keyakinan terbatas atas keandalan informasi antara lain
diperoleh dengan:
a. menilai proses rekonsiliasi internal antara data transaksi

keuangan dengan data transaksi BMN;
b. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data SAI d.engan

data dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
c. menilai proses rekonsiliasi eksternal antara data dari SIMAK

BMN dengan data dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang; dan

d. menilai proses inventarisasi BMN oleh unit akuntansi.
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4. Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi antara lain
diperoleh dengan:
a- menilai proses verifikasi dokumen sumber transaksi

keuangan atau transaksi BMN; dan
b. menilai proses otorisasi dokumen transaksi keuangan atau

transaksi BMN.

5. Keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan
pelaporan diperoleh dengan menilai penyajian akun-akun
dalam LK Kementerianl Lembaga berdasarkan sAp.

E. Kertas Kerja Reviu

1. Sebagai bagian dari pertanggungiawaban dan dokumentasi
pelaksanaan reviu atas LK Kementerian/Lembaga, Pereviu
harus menyusun Kertas Ker:a Reviu (KKR) untuk menjelaskan
mengenai:

a. identitas Pereviu;
b. tingkatan unit akuntansi yang direviu (UAKPA, UAPPA-W,

UAPPA-EI Atau UApA);
c. aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LKKIL

(LRA, Neraca, CaLK) yang direviu;
d. asersi yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang

dilaksanakan untuk menilai asersi; dan
e. hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan

serta komentar Pereviu.

2. Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK
Kementerranf Lembaga, maka dilakukan reviu atas KKR secara
berjenjang menurut peran dalam Tim Reviu.

3. Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan
harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk
kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan
reviu atas LK Kementerian/Lembaga periode berikutnya.

4. Untuk setiap unit akuntansi yang direviu, simpulan dalam KKR
selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu
(cHR).

5' KKR dan CHR menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Hasil
Reviu (LHR).
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III. TAHAPAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

A. Perencanaan

1. Perencanaan reviu dimaksudkan untuk memberikan kerangka
kerja Pereviu pada seluruh proses reviu yang melibatkan
sumber daya (dana, waktu, dan personil) di lingkungan
Inspektorat Badan Kepegawaian Negara secara tepat dan
berhasil guna.

2. Kegiatan dalam perencanaan reviu terdiri atas:
a. penyusunan tim reviu;
b. pemahaman obyek reviu; dan
c. pemilihan prosedur reviu berbasis risiko yang akan

digunakan.

B. Persiapan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan reviu meliputi:

1. Pengumpulan informasi keuangan

Pereviu perlu mengumpulkan informasi keuangan seperti
laporan bulanan, triwulanan, semester dan tahunan serta
kebijakan akuntansi dan keuangan yang telah ditetapkan.
Informasi ini diperlukan untuk memperoleh informasi awal
tentang laporan keuangan entitas yang bersangkutan serta
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam akuntansi dan
pelaporan keuangan.

2. Persiapan penugasan

Dalam persiapan penugasan reviu dilakukan kegiatan:
a. penetapan surat perintah dari pimpinan APIP; dan
b. penyusunan jadwal pelaksanaan reviu

3. Penyiapan program kerja reviu

Tim yang ditugasi untuk melakukan reviu perlu menyusun
program kerja reviu yang berisi langkah-langkah dan teknik
reviu yang akan dilakukan selama proses reviu.

C. Pelaksanaan

1. Dalam pelaksanaan reviu, Pereviu membuat kertas kerja reviu
sebagai berikut:

a. Kertas kerja penelusuran angka-angka pos laporan
keuangan, yang meliputi :

1) KKR Penelusuran Angka Neraca;
2) KKR Penelusuran Angka LRA Belanja Modal;
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3) KKR Penelusuran Angka Kenaik an lPenurunan Aset
Tetap;

4l KKR Kesalahan Pembebanan Mata Anggaran Kegiatan
(MAK); dan

5) KKR Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual.

b. Kertas Kerja Permintaan Keterangan;
c. Kertas Ker:a Prosedur Analitik; dan
d. CHR.

2. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dilaksanakan dengan
langkah kerja sebagai berikut:

a. Penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan

Dalam melaksanakan reviu, Pereviu menelusuri angka-angka
yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau
catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa
angka-angka tersebut benar. Penelusuran ini dapat
dilakukan dengan:

1) membandingkan antara angka pos laporan keuangan
dengan saldo buku besar;

2l membandingkan antara saldo buku besar dengan buku
pembantu; dan

3) membandingkan antara angka-angka pos laporan
keuangan dengan laporan pendukuflg, misalnya antara
Aset Tetap dengan Laporan Mutasi Aset Tetap dan
Laporan Posisi Aset Tetap.

KKR penelusLlran angka-angka sebagaimana dimaksud pada
angka t huruf a, dibuat menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 1 sampai dengan Anak
Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

b. Permintaan keterangan

1) Permintaan keterangan yang dilakukan dalam reviu atas
laporan keuangan tergantung pada pertimbangan Pereviu.
Dalam menentukan permintaan keteran gafl, Pereviu
dapat mempertimbangkan :

a) Sifat dan materialitas suatu pos;
b) Kemungkinan salah saji;
c) Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu;
d) Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian

akuntansi entitas tersebut;
e) seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh

pertimbangan manaj emen ;
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0 Ketidakcukupan data
mendasari;

keuangan entitas yang

g) Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan.

2) Permintaan keterangan dapat meliputi:
a) kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan

keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut
dengan peraturan yang berlaku;

b) kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh
entitas yang bersangkutan;

c) prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan
pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan
informasi untuk diungkapkan dalam laporan
keuangan;

d) keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas
pelaporar'lpejabat keuangan yang mungkin dapat
mempengaruhi laporan keuangan ;

e) memperoleh informasi dari audit atau reviu atas
laporan keuangan periode sebelumnya; dan latau

0 personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi
dan pelaporan keuangan, mengenai:
(1) apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan

sesuai dengan sistem pengendalian intern yang
memadai;

(21 apakah laporan keuangan telah disusun dan
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan;

(3) apakah terdapat perubahan kebrlakan akuntansi
pada entitas pelaporan tersebut;

(4) apakah ada masalah yang timbul dalam
implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan
dan pelaksanaan sistem akuntansi; dan

(5) apakah terdapat peristiwa setelah tanggal neraca
yang berpengaruh secara material terhadap
laporan keuangan.

3) Permintaan Keterangan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 huruf b, merupakan ilustrasi pertanyaan-
pertanyaan yang dapat diajukan dalam rangka
memperoleh keterangan dari personel yang kompeten
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
entitas dan dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.
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IV.

Namun demikian pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak
harus diterapkan untuk setiap reviu dan jugt tidak
dimaksudkan untuk mencakup seluruh aspek yang

direviu.

c. Prosedur analitik

1) Prosedur analitik dilakukan pada akhir reviu. Prosedur
analitik dirancang untuk mengidentifikasi adanya
hubungan antar pos dan hal-hal yang kelihatannya tidak
biasa. Prosedur analitik dapat dilakukan dengan:
(a) mempelajari laporan keuangan untuk menentukan

apakah laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan ;

(b) membandingkan laporan keuangan dalam beberapa
periode yang setara;

(c) membandingkan realisasi terhadap anggaran;

(d) mempelajari hubungan antara unsur-unsur dalam
laporan keuangan yang diharapkan akan sesuai
dengan pola yang dapat diperkirakan atas dasar
pengalaman entitas tersebut.

2l Dalam menerapkan prosedur sebagaimana dimaksud
pada angka 1), Pereviu harus mempertimbangkan jenis
masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti adanya
peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi.

3) Jumlah-jumlah yang disebabkan karena adanya peristiwa
luar biasa atau perubahan kebijakan tersebut harus
dieliminasi dari laporan keuangan sebelum dilakukan
proses reviu.

4l KKR prosedur analitik sebagaimana dimaksud pada angka
2 huruf c, dibuat menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran 7 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT

A. Pelaporan

1. KKR dan CHR menjadi dasar untuk pembuatan Laporan Hasil
Reviu (LHR) dan Pernyataan Telah Direviu oleh Pereviu.
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2.

3.

CHR memuat:

a. masalah yang tercakup dalam penelusuran angka-angka,
permintaan keterangan dan prosedur analitik; dan

b. masalah yang dianggap tidak biasa oleh Pereviu selama
melaksanakan reviu, termasuk penyelesaiannya.

LHR memuat:
a. dasar hukum;
b. tujuan dan sasaran reviu;
c. ruang lingkup reviu;
d. simpulan yang berisi:

1) masalah yang telah ditindaklanjuti/diperbaiki dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

2) masalah yang belum ditindaklanjuti/diperbaiki dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

3) neraca setelah reviu.
e. rekomendasi untuk pelaksanaan koreksi; dan
f. tindak lanjut hasil reviu sebelumnya.

cHR dan LHR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat
menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran B dan Anak Lampiran 9 yang merLrpakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.

Dokumen Pernyataan Telah Direviu, menyatakan bahwa:
a. Reviu dilaksanakan sesuai dengan sAp dan peraturan

terkait;

b. semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan
adalah penyajian manajemen entitas pelaporan tersebut;

c. Reviu terutama mencakup penelusuran angka-angka dalam
laporan keuangan, permintaan keterangan kepada para
pejabat/ petugas yang terkait dan prosedur analitik yang
diterapkan terhadap data keuangan;

d. lingkup Reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang tujuannya untuk menyatakan pendapat
atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan
demikian, Reviu tidak bertujuan untuk menyatakan
pendapat seperti dalam audit;

e. Pereviu tidak menemukan adanya suatu modifikasi material
yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.



T2

f. tanggal penyelesaian permintaan keterangan dan prosedur
analitik yang dilakukan oleh akuntansi harus digunakan
sebagai tanggal laporannya.

Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada angka 4
dibuat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

5. LHR dan Pernyataan Telah Direviu disampaikan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara untuk penandatanganan
Pernyataan Tanggung Jawab ( Statement of Responsibilitg l.

6. LK yang telah direviu oleh Pereviu harus disertai dengan
Pernyataan Telah Direviu dan Pernyataan Tanggung Jawab (

Statement of Resporz sibilitg l.

B. Tindak lanjut

1. Apabila Pereviu menemukan kekurangan, kesalahan dan
penyimpangan dari SAP dan peraturan lainnya, maka Pereviu
harus memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang
direviu.

2. Bntitas wajib menindaklanjuti hasil reviu dengan segera
melakukan koreksi terhadap LK dan menyampaikan hasil
koreksi kepada Pereviu. Dengan demikian, LK yang
disampaikan ke Menteri Keuangan adalah LK yang telah
dikoreksi berdasarkan hasil reviu.

3. Dalam hal entitas tidak melakukan koreksi seperti yang diminta
oleh Pereviu, baik karena koreksi tidak dapat dilakukan dalam
periode terkait atau kelalaian, maka Pereviu dapat menerbitkan
Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas yang
mengungkapkan mengenai penyimpangan dari SAp dan
peraturan terkait lainnya.

4. Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat menggunakan
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 11 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini
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V. PENUTUP

Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat
untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KBPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BKO SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

n Perundang-undangan,

Nainggolan

Dire



SATKIIR : (1)
'l'A : l'2l.

ANAK LAMPIRAN I

PERATUIIA.N KEI)AI,A BADAN KtrPtrGNWNIAN NEGARA

NOMOR 30 TATIUN 20 I3
TENTANG

PDTUN.JUK TEKNIS RDVIU LAPORAN KEUANGAN

DI LINGKUNCAN tsADAN KTPIiGAWAIAN NDGAR,{

KKR PtrNELUSURAN ANGKA NtrRACA

No. KKR : (3)

DISUSUN OI-DII : (4)
'l'Gl. IJISUSUN : (5)

DIRIVIU OLEI'I : (6)

1'CL I)lRl.VIU : (71

NO NKUN

NERACA ASET

SALDO AWAL SDLISI H SAI,DO AKIIIR SELISII I KnNArKAN/(PtrNURUNAN) SELISII{
SNKPA SIMAK BMN SAKPA SIN{NK BN,IN SAKPA SIMAK IJMN

U q IO LI t2 I3 I6 '18

ASET LAN,9Ag
K:rs di Bendahara Pengeluaran
Piutang tsukan Pajak
Penf isihan Piulrrng Tidak'lcrtagih
Uang Muka Bclalja
I'crsediaan
ASBT'I'IITAP
Tirnah
l)eralatan dan Mcsin
Gerlung dan Birngun:rn
.lalan, lrigasi dan Jirringan
Aset Tetap Larnnt'a
Konstruksi Dalam Pengcrjarrn

ASr,;f l,AtNl.,lYn

Asct'l'ak Benvujr.rd

Aset Lirirr-lain
JUli'lLnH nStrT .

KUWAJIBAN
KEWAJIBAN JK I'I'NI)I..K
Utang Kepada I'ihak Ketiga
I'endapat:rn Ditt:rima Dimuka
Uirng Muka dari Kl'l'jN

I)iutang Bukan

Pctunjuk pcngisian:
I Siltu:rn Kcrja _valrg tii rcviu.
2 'l al'run Anggaran 1'ang clir-cviu,

3 Nonror r.r ut KKR

4 N:rma perevirr.
.5 1'arrggal pclaksanaan reviu LK.

6 Namir Ketua Tirn,/Pcngcndali'l'eknis virng mt:rcviu hasil kcrja Anggot;r'l'irrr.
7 'l'arrg{al Ketuir f irn/l)t:ngt:ndali 'l'cknis rnt:rcviu hasil kcrja An6gota'l'inr.
8 Nonror urut.
9 .lcnis--jenis asct dan keq,ajib:rn.
l0 Sakkr au'al tatrun clari SAKPA.

1l Salrlo irg,al tahun dari SIMAK BMN,

l'2 Selisih antzrra kolonr 1O clan I l.
l3 Silklo :lkl'rir tahurr tl:rri SAKPA.

l4 Sal<lo akhir tahun <lari SIMAK RN'IN.

1.5 Sclisih antilrir kolorn l3 <lari 14.

1(r S<:lisih irrrtAfa szlldo a$,al tahun SAKPA clcngan salrlo akhir tahun SAKPA.

\7 Sclisih antitra sellrlo tru,arl tahLtn SllllAK BIUN clcnq:rrr silldo akhir tal'run SIMAK BMN

i8 Sclisih rlntar?r kolom l6 <lan 17.



SATKER : (1)

TA | (21

ANAK LAMPIRAN 2

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NECARA

KKR PENELUSURAN ANGKA
LRA BELANJA MODAL

NO. KKR :(3)
DISUSUN OLEH : (4)

TGL DISUSUN : (s)

DIREVIU OLEH : (6)

TGL DIREVIU | (7)

NO LRA JENIS BELANJA Realisasi LRA

REALISASI SP2D

TOTAL SELISIHPEMBELIAN
P/M

PENGEMBANCAN
P/M

8 9 l0 II t2 IJ l4

I

2

3

4

5

6

532I I T - BM. PERALATAN DAN MESIN

532I2I - B. PENAMBAHAN NILAI PERLTN & MESIN

5331I 1 - BM. GEDUNG & BANGUNAN

53312T - B. PENAMBAHAN NILA] GEDUNG &
BANGUNAN

534161 - B. PENAMBAHAN NILAIJARINGAN

5361ll - BM. LAINI.IYA

JUMLAH

Petunjuk pengisian :

I Satuan Kerja yang di reviu.
2 Tahun Anggaran yang direviu.
3 Nomor urut KKR.

4 Nama pereviu.

5 Tanggal pelaksanaan reviu LK.

6 Nama Ketua Tim/Pengendali Teknis yang mereviu hasil keqa Anggota Tim.
7 Tanggal Ketua Tim/Pengendali Teknis mereviu hasil kerja Anggota Tim.

8 Nomor urut.
9 Jenis belanja modal.

10 Besarnya realisasi anggaran yang telah dibelanjakan dari SAKPA.

I I Jenis penambahan dari belanja modal, misalnya : pembelian.

l2 Jenis penambahan dari belanja modal, misalnya : pengembangan peralatan dan mesin.

13 Jumlah dan kolom l1 dan 12.

14 Selisih antara kolom l0 dan kolom 13.



SA'I'KER :(1)
TA : (21

KKR PtrNELUSURAN ANGKA KENAIKAN/PENURUNAN ASET TETAP

ANA,I.i I-AMPIRAN 3

PtrRATURAN KEPALA BADNN KtrPtrGAWAIAN Ntr(]ARA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG

PtrTUN.]UK TtrKNIS RtrVIU LN'ORAN KtrUANGAN

DI LINCKUNCAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

No. KKR : (3)

DISUSUN OLEH : [4)

TCL DISUSUN : (s)

DIREVIU OLEH : (6)

TGL DIREVIU : (71

NO ASET TETAP SALDO AWAL

MUTASI BERTAMBAH MUTASI BERKURANG

SALDO AKHIR SAKPA SELISIH
PEMBELIAN P/M

PENGEMBANCA
N P/M

TOTAL PENGHAPUSAN
PENGHENTIAN

ASET DR
PENGGUNAAN

TOTAL

8 9 l0 ll t2 t3 l) l6 t7 l8 19

I

z

5

6

7

t1

Tanah

Pcralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnt'a

KDP

Aset Tak Benvu.lud

Aset [,arn - Lain

JUMLAH

I'ctunjtrk ltngisian :

I Satuan Kct'ja.r'ang di rcvitt.
2 Tahun Angg:rran vang dirttvitt,
3 Nonor urut KKR.

4 Narna pereviLr.

5 Tanggal pelaks:rnaan rcviu LK,

6 Nama Kcttra'liru/Pcngcndali Tcknis -yang mereviu irasil ke1ja Anggota'l'rn.r.

7 'lang.g:rl Ketua 'firn/Pt:rrgen<liili Teknis rtrcleviu hasil kcr.ia Anggota 'l'im.

I Nomor urlrt.
9 .Jcrris asct tclilp.
10 Saklo au'al asct dari SIMAK iJMN.

I I .lcnis pcnambahan rlari aset tet:rp, rnisirlnra: lrclnlxlian Jrcralatatr clatr tncsil.
I) Jcnis pcnantbahan dari aset tetap, misahl\ia; pcngcnrbangan pxrtrlittan dtrn mesin.

l3 .Jr,rrnlah dari kolorn l1 ditn 12.

l4 .lcnis pcngrrrartgan dari asrrt tctirp, nrisalnr,:r: pcnghapusan pcralittatr cl:tn I-ucsin.

l5 .lenis pcngurangan clari as<'t tctap, misalnva : penghentiart:rset rlari Jx:rtggunairn pcralatatr dan urcsur

l6 .Jumlah dari kolom l4 clalt 15.

17 Salclo akhir aset (lari SIMAK IIMN.

IB Salclo akhir asel dari SAKI)\,
lq Sclisih antitra kolonr 17 d:rrt kolont 18.



ANAK LAMPIRAN.+

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS RtrVIU LAPORAN KEUANGAN
DI I-INGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KKR - SALAH PEMBEBANAN MAK

SATKER: (1) No. KKR : (3)
T.A : (2) DISUSUN oLEH : (4)

rGL , (s)

DIREVIU OLEH : (6)

TGL : (7)

Petunluk pengisian :

I Satuan Keqa 1'ang di reviu.
2 Tahun Anggaran,vang direvir-r.

3 Nornor urut KKR.

4 Nama percviu.

5 Tanggal pelaksanaan revru LK.
(> Narna Ketua Tini/Pengendali Teknis vang mere\riu hasil kerla Anggota Tim
7 Tanggal Ketua Tim/Pengendali Teknis mereviu hasil kerja Anggota Tim.
8 Nomor urut,
9 Satuan Keqa 1'ang di reviu.
10 Kode akun .l-ang salah pembebanan.

1 I Nomor SP2D, tanggal SP2D. nominal, jcnis transaksi
1'2 Tanggal SP2D.

l3 Nominal SP2D

1'4 Jenis transaksr dalam SP2D.

15 Jenis MAK -r'ang seharusn-va digunakan.
16 Keterangarr/catatan vang men_\.angkut salah beban MAK.

Ncr SATKER BEBAN MAK

Realisasi
MAK

SEHARUST'IYA
KETERANGAN

SP2D TANGGAL
NOMINAL

(Rp)
TRANSAKSI

6 c) 10 u 1,2 t3 tq l5 I6

Jumlah Sub Total



KKR Informasi Pendapatan dan

ANAK LAMPIRAN 5

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG

PI'TUN.JUI{ TIiKNIS REVIU I-APORAN RDUANC}AN

I)I I,INGKUNGAN I}NI)NN KF]PF]GAWNIAN NF](}ARA

Belania Secara Akrual
No. KKI? . (3)

DISUSUN OLDH : (4)

TGL : (5)

DIRDVIU OLtrH : (61

TGL : (7)

SATKtrR : (1)

TA : (2)

No
Pcndapatan/ Belanla Rcalisasi Menurut

Basis Kas (Rp)

Pen-yesuaian Akrual
Informirsi Akruirl Dokumen Sumber

Kodc Akun Uraian Tambah (Rp) Kurang (Rp)

8 9 IO II 13 15

5ll I I I Ilelanjir gaji pokok t'NS

) 5i 1l lc) Relanj:r pembu[:rtrrn gaji PNS

3 51t t2t Ilelanja tunjilngirn suami,/istri PNS

4 5l1122 Ilclanj:i tunjzrngzrn anak I'NS

J I l123 tsclan-ia tun jangan struktur:rl PNS

(' 5l 1 124 Bclarr-izr Tunj:rngan lrurrgsronal PNS

7 511t25 Rclan-ja Tunj:rng:rn PPh PNS

8 5l l 126 tlclanja'l'unjangan Beras PNS

9 5l I t29 []clan;:r Uang Makan

10 117 Bclan-jn Tun-jangrin l;rin-2 PNS

1l 5l I 151 Bclanja Tunjangar-r Umum I'NS

Ilcl:rnja MAK 51

l) 521ll l

I .) 5221 l+ Ilel:rn.1a Seu

t-+ 522llt llel:rn_1rr I;rnggan:rn Da,r,a dan jilsa

t.5 s23l2r llelania l)cmclihilraan P& N,I

F3clrLrria Mn K .52

l( 423t4)

Pcndap:rtan MAI{ 42



ANAK LAMPIRAN 6
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30 TAHUI\ 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUA}IGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN }IEGARA

Kertas Kerja Permintaan Keterangan

1. Umum
a. Apakah terdapat suatu sistem pengendalian intern yang memadai untuk

men)rusun laporan keuangan entitas?
b. Bagaimana prosedur pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran

transaksi?
c. Apakah akun buku besar cocok dengan buku pembantu?
d. Apakah prinsip akuntansi telah diterapkan secara konsisten?

2. Kas
a. Apakah saldo kas di bank menurut rekening koran telah direkonsiliasi

dengan saldo menurut buku?
b. Apakah pos yang lama dan tidak normal terungkap dalam rekonsiliasi bank

telah direviu dan bilamana perlu dibuatkan penyesuaian?
c. Apakah pisah batas yang semestinya untuk transaksi telah dilakukan?
d. Apakah terdapat pembatasan tertentu terhadap saldo kas?
e. Apakah dana kas telah dihitung dan dicocokkan dengan akun kas dalam

buku besar?

3. Piutang
a. Apakah piutang telah secara tepat diklasifikasika-n dalam jangka pendek dan

jangka panjang?
b. Jika ada, apakah bunga/denda telah diungkapkan dengan semestinya?

4. Persediaan
a. Apakah persediaan telah dihitung secara fisik? Jika tidak, bagaima-na

kuantitas persediaan ditentukan?
b. Apakah akun persediaan dalam buku besar telah disesuaikan agar cocok

dengan persediaan fisik?
c. Jika penghitungan persediaan dilakukan pada tanggal selarn tanggal r,eraca,

prosedur apa yang diterapkan untuk mencatat perubahan persediaan antara
perhitungan persediaan pada saat tanggal dilakukannya perhitungan fisik
dengan tanggal neraca?

d. Apa dasar yang digunakan dalam penilaian persediaan?
e. Apa harga pokok persediaan meliputi unsur-unsur biaya bahan baku, biaya

tenaga kerja langsung dan biaya overhead?

5. Investasi
a. Apakah penerimaan dari penjualan investasi telah dicatat?
b. Apakah investasi telah dicatat sebagai aset di neraca?
c. Apakah pendapatan dari investasi telah dicatat?



d. Apakah telah ditakukan pertimbangan yang tepat untuk mengklasifikasikan
investasi non permanen dan investasi permanen, dan perbedaan antara
harga perolehan dan harga pasar investasi sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan?

e. Apakah ketentuan akuntansi metode kepemilikan (equity accounting) telah
dipertimbangkan?

6. Aset Tetap
a. Apakah penerimaan dari penjualan Aset Tetap telah dicatat?
b. Apa kriteria kapitalisasi Aset Tetap? Apakah kriteria itu tetap diterapkan

selama tahun buku berjalan?
c. Apakah akun belanja perbaikan dan pemeliharaan hanya mencakup pos

yang merupakan biaya?
d. Apakah Aset Tetap dinyatakan dengan harga perolehan?
e. Metode dal tarif depresiasi apakah yang digunakan? Apakah hal tersebut

tepat dan dilakukan secara konsisten?
f. Apakah ada penambahan, penghentian pemakaian, pelepasan, penjualan

atau penjualan Aset Tetap?
g. Apakah entitas tersebut mempunyai perjanjian sewa guna usaha (lease)?

Apakah hal tersebut telah dicatat secara tepat?
h. Apakah ada aset yang mengalami penurunan nilai (impairment)?
i. Apakah ada aset yang benar-benar sudah tidak digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah?

7. Aset Lain-Lain
a. Apa saja yang dimasukkan sebagai Aset Lain-Lain?
b. Apakah Aset Lain-Lain telah secara tepat diklasifikasikan?

B. Utang Jangka Pendek
a. Apakah semua utang yang nilainya material telah dicatat?
b. Apakah Utang Jangka Pendek telah diklasifikasikan secara tepat?
c. Bila ada, apakah utang bunga telah dicatat?

9. Ekuitas Dana
a. Apa Ekuitas Dana telah sesuai dengan akun yang menjadi pasangannya?

10. Pendapatan dan Belanja
a. Apakah pendapatan dan belanja telah dicatat sesuai dengan prosedur atau

standar yang berlaku?
b. Apakah pengembalian pendapatan dan belanja telah diklasifrkasikan dengan

tepat?

1 l. Lain-lain
a. Apakah ada peristiwa setelah akhir tahun buku yang mempunyai pengaruh

yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan?
b. Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dan mencerminkan kebrjakan /peraturan terkait lainnya?
c. Apa Catatan atas Laporan Keuangan telah memberikan pengungkapan yang

memadai atas akun-akun dalam laporan keuangan?



ANAK LAMPIRNN 7

PtrRATURAN KtrPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 30 TAHUN 20I3
1'ENTANG

PI'TUN.]UK TEKNIS T?EVIU LAI'ORAN KtrUANGAN

I]I I,INGKLJNGAN BADAN KI]PE(}NWAIAN NEGARA

KKR PROStrDUR ANALITIK

No. KKIR ; (3)

DISIJSUN OLEII ; (4)

TGI- DISUSUN :(5)
DIRDVIU OLEII : (6)

TGL DIREVIU : (7\

SA'|KER : (1)

TA : (2\

l'ctunjuk pcngisian :

I Satuan Ke{:r yang dr rcviu.
2 Tahttn Anggar;rn .1';rng tlircvitt.
3 Nomor urtrt KKI?

4 Narna pcrcvitt.

5 Tanggal pelalsanaan revitt LK.

(r Nam:'r hcttra Tim/l'engendali'l'cknis yang ntereviu hasil kerjzr AnlSpta'l'irn.

7 Taniiq;rl K<'tuir'l'im/Pcngcndali T't:knis rrrercviu hasil kcr-ia Anggota'l'im.

8 Nomor unrt.
9 Per-rjel:rs;rn hasil idcntifikasi hubungan antar akun cltur pct-masaliLhautr"'a.

No Prosedur Analitik
a 9

I TANNH

2 PERALATAN DAN MIISIN

3 GIIDUN(i DAN tsANGUNAN

4 .JNLNN TRIGASI DAN JAIIINGAN

5 ASI'T TE'IAI' LAINN\'A

6 KDP

AStr]'TNK BERWUJUI)

E ASE'I' LAIN-I.AIN
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PERATURAN KtrPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGAR{
NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KKR - CATATAN HASIL RtrVIU

SATKER : (1) No. KKR : (3)

TA : (21 DISUSUN OLEH : (4)

TGL : t5I

DIREVIU OLEH : (6I

TGL : (71

Petunyuk pengisian :

1 Satuan Kerla 1'ang di reviu.
2 Tahun furggaran -vang direviu.
3 Nomor urut KKR.

4 Nama oereviu.

5 Tanggal pelaksaneran reviu LK.

6 Nama Ketua Tim/Pengcndali Tekrris vang mereviu hasil kerja Anggota Tim.

7 Ternggal Ketua Tim/Pengenclerli Teknis mereviu hasil ker.la Anggota Tim

8 a. Simpulan dari hasil penelusuran angka, permirltaan keterangan, dan prosedur analitik.

b. Pcrmasalahan beserta penvelcsaiann_r'a dari hasil penelusuran angka. permintaatr keter;rngan. dan proseclr,tr analitik

CATATAN HASIL REVIU (8I

P e ng e Ie ng g araan Aku rtt ctnst :

Per ty ajian L ap oran Keu ang an

A. LRA

l. Pcndapatan

2. Belanja

B. NE@
1 Aset L"ancar

2, Aset Tetap

CATATA X_4r4_S l,4la84 r.l_ t iEUANG4ILtlAlk l
l. Piutang Bukan Pa.yak

2, Aset Tetap

3. Keu'a.;iban Jangka Pendek

C.
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PERATURAN KEPALA BADAN KtrPEGAWAIAI\ NtrGARA
NOMOR 30 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KtrPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta,Nomor :

Lampiran
Perihal :

BADAN KEPEGAWAIAN NtrGARA

Laporan Hasil Reviu
Laporan Keuangan BKN (BA OBB)

Kepegawaian Negara
(periode pelaporan tahun berjalan)

Kepada
Yth. Kepala Badan

di
Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Badan
Kepegawaian Negara berupa It{eraca per tanggal , Laporan Realisasi Anggaran

, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai
berikut :

]. Dasar Hukum
a. Peraturan Menteri Keuangan RI lNomor 59 tahun 2005 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.
b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24 IPB I 2006

tentang Pelaksanaan Peny'usunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/ Lembaga.

c, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.O9 I2OIO tentang Standar Reviu
Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara I Lernbaga.

e. Surat Perintah nomor : .....

2. Tujuan dan Sasaran Reviu
Tujuan reuiu adalah untuk:
a. Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK KIL;

dan
b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kealda-lan dan keabsahan

informasi LK KIL serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi
sesuai dengan SAP kepada Menteri I Pimpinan Lembaga, sehingga dapat
menghasilkan LK KIL yang berkualitas

Sasaran reuiu adalah Menteri I Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan
bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan
sesuai dengan SAP, serta Menteri I Pimpinan Lembaga dapat menghasilkan LK
KIL yang berkualitas.



3. Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan
penyajian LK lKlL, termasuk penelahaan atas catatan akuntansi dan dokumen
sumber yang diperlukan. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas
sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber serta
pengujian atas respon permintaan keterangarr, yang biasanya dilaksanakan
dalam suatu audit.

4. Simpulan
a. Terdapat beberapa hal yang telah ditindaklanjuti I diperbarki di dalam

Laporan Keuangan ....... (periode pelaporan tahun berjalan), sebagai berikut :

1. Satker - satker

b. Terdapat beberapa hal yang belum ditindaklanjuti I diperbaiki di dalam
Laporan Keuangan ....... (petiode pelaporan tahun berjalan), sebagai berikut :

c. Neraca setelah reviu

5. Rekomendasi
Setelah dilakukan reviu Laporan Keuangan BKN (periode pelaporan tahun
berjalan), kami memberi rekomendasi sebagai berikut :

6. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya
Hasil reviu Laporan Keuangan BKN Unaudited (periode pelaporan tahun
yang lalu) telah ditindaklanjuti seluruhnya pada Laporan keuangan BKN

Anaudited ....... (periode pelaporan tahun berjalan)

Pengendali Teknis,

Nama
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Utama BKN;
2. Inspektur;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan;
5. Kepala Biro Perencanaan dan K.rjasama Antar Lembaga.
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PERATURAI{ KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NtrGARA
I{OMOR 30 TAHUN 2OI3
TEI\TAhIG
PETUNJUK TtrKNIS REVIU LAPORAIN KEUANGAN
DI LINGKUI\GAI{ BADAI{ KEPtrGAWAIAN NEGARA

PERNYATAAN TtrLAH DIRtrVIU
BADAN KEPtrGAWAIAN NtrGARA

TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan kepegawaian Negara
berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 20XX, Laporan Realisasi
Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir
pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan
peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan
keuangan adalah penyajian manajemen Badan Kepegawaian Negara.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat
entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan.
Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan
lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan
untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan
kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak
disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-Llndangan lain
yang berlaku.

Jakarta,
Jabatan penandatangan pernyataan reviu,

Ketua Tim Revtu
NIP.
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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2OI3
TENTANG
PETUI{JUK TEKNIS REVIU LAPORAN KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PtrRNYATAAN TELAH DIRtrVIU DENGAN PARAGRAF PENJtrLAS
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara berupa
Neraca untuk tanggal 31 Desembe r 20XX, Laporan Realisasi Anggaran dan
Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain
terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
manajemen Badan Kepegawaian Negara.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas
pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu
mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit
yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena
itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan
dalam paragraf berikut, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin
bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai
dengan Undang- Undang nomor 17 tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara,
Peraturan Pemerintah nomor 2+ tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Seperti yang diungkapkan daiam catatan X dalam laporan keuangan,
entitas pelaporan menerapkan fielaskan metode baru yang diterapkan)
sedangkan sebelumnya diterapkan fielaskan metode sebelumnya). Meskipun
fielaskan metode baru yang diterapkan) sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, namun entitas pelaporan tidak dapat memberikan dasar
pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut.

Jakarta,
Jabatan penandatangan pernyataan reviu,

Ketua Tim Revru

NIP




